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BAB III
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 	Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek
	Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan di sub seksi opnis (operasi niaga) PT. Kerata Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung untuk mengamati dan melaksanakan tugas – tugas sub seksi keuangan secara langsung berdasarkan bimbingan dan arahan dari pihak terkait. Dalam kegiatan tersebut, penulis bekerja sebagaimana para karyawan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan. 
     
3.2.	Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek
	Selama melaksanakan kegiatan kerja praktek di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung, penulis mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan melakukan berbagai kegiatan dimana penulis diikutsertakan secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh karyawan sub seksi keuangan DAOP II Bandung. Hal ini bertujuan untuk proses pembelajaran penulis sebelum terjun secara langsung melakukan kegiatan kerja, juga untuk mempelajari bagaimana cara melakukan kegiatan kerja yang biasa mereka lakukan.
Adapun kegiatannya penulis melakukan berbagai kegiatan praktek secara langsung, yang diantaranya:
1. Mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kerata Api (Persero).

2. Mengentri data A. 9/ SAB dan A. 9/ SAB tutupan kedalam komputer lalu mencetaknya.
3. Memasukan SPU/ SAB berdasarkan data A. 9/ SAB.
4. Mengentri data surat pemberitahuan pajak.
5. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen dasar.
6. Membubuhi cap pada A. 9/ SAB dan A. 9/ SAB tutupan.
7. Menghitung kembali angka yang tertera pada A. 9/ SAB, apakah sudah sesuai dengan kuitansi pengeluaran uang.
8. Menghitung dan membuat struk atas kuitansi pengeluaran uang.
9. Merekapitulasi A. 9/ SAB kedalam buku.
10. Mencetak surat pemberhentian karyawan dikarenakan telah pensiun.
11. Menyerahkan A. 9/ SAB dan SPU/ SAB kepada PBD untuk dilakukan pencarian uang.   

1.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek
3.3.1 Tujuan diadakannya pengadaan barang dan jasa di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung
	Sebagai perusahaan BUMN yang memberikan pelayanan transportasi darat bagi masyarakatnya, PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya diantaranya dengan mendatangkan kereta api sesuai jadwal kedatangan dan keberangkatan yang sudah ditentukan, menyediakan armada kereta api sesuai dengan permintaan penumpang. Contohnya pada saat hari raya, permintaan akan jasa transportasi darat atau kereta api akan melonjak tinggi dan hal tersebut perlu diantisipasi dengan baik, perusahaan harus memperhitungkan jumlah armada kereta api yang harus disediakan agar efektif dan efisien.
	Hal-hal tersebut diatas tidak bisa sembarangan diputuskan. Perlu berbagai pertimbangan agar pengadaan barang dan jasa kereta api dapat mencukupi dan memenuhi permintaan para penumpang, namun juga jumlah armada keretag yang disediakan tidak melebihi sehingga membuat sebagian kereta api tidak terpakai dan hal tersebut akan membuat pengeluaran biaya perusahaan menjadi bertambah.
	Tujuan dari diadakannya pengadaan barang dan jasa di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan yang terbaik serta kepuasan untuk para penumpang dari segala kalangan, mulai dari kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah.
2. Memenuhi permintaan pelanggan / penumpang kereta api agar mencukupi walaupun jumlah penumpang membengkak, baik dihari-hari biasa, hari libur, ataupun hari besar agama.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
Hal-hal tersebut diatas merupakan tujuan dari diadakannya pengadaan barang dan jasa di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung.

3.3.2 	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung
		Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui papan pengumuman resmi perusahaan, media cetak, sehingga masyarakat luas atau dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya.
	 	Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan:
1. Pelelangan Umum  
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
6. Swakelola
		Berikut ini adalah penjelasan dari prosedur pengadaan barang dan jasa, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum 
Pelelangan Umum yaitu pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas atau dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Peserta yang diperkenankan ikut dalam pelelangan umum adalah rekanan yang telah memiliki Sertifikat Kadin atau Asosiasi yang terakreditasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan klarifikasi atau negosiasi baik teknis maupun harga.
2. Pelelangan Terbatas
Pelelangan Terbatas yaitu pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang – kurangnya 5 (lima) rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), yang dipilih diantara rekanan yang telah memiliki Sertifikat Kadin atau Asosiasi yang terskreditasi. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan klarifikasi atau negosiasi baik teknis maupun harga.
3. Pemilihan Langsung 
Pemilihan Langsungyaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sekurang – kurangnya 3 (tiga) rekanan, kecuali apabila hanya terdapat 2 (dua) rekanan yang terdapat dalam DRT PT. Kereta Api (Persero) maka diperbolehkan membandingkan 2 (dua) rekanan tersebut dan melakukan negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam DRT sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup atau kualifikasi kemampuannya. Pemilihan langsung juga dapat dilaksanakan apabila dalam proses pelelangan calon peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) atau sebagai proses lebih lanjut atas pelelangan yang mengalami kegagalan. Apabila dalam pelelangan langsung peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) maka dilaksanakan Penunjukan Langsung.
4. Penunjukan Langsung 
Penunjukan Langsung yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lain tanpa melalui Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas dengan melakukan Penunjukan Langsung kepada 1 (satu) rekanan atau agen atau pabrikan   dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam DRT, yaitu:
a. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda – tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan kahar berdasarkan pernyataan pejabat tertinggi setempat (Kadaop dan Kadivre).
b. Pemasangan listrik oleh PT. PLN,  pemasangan telepon oleh PT. Telkom, pemasangan gas oleh Peruahaan Gas Negara, pemasangan saluran air minun oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pembangunan rumah dinas oleh Perum Perumnas, percetakan oleh Perum Percetakan Negara, peneliti dan pemrosesan data oleh Perguruan  Tinggi (PTN atau PTS) atau Lembaga Ilmiah Pemerintah sepanjang dilaksanakan sendiri.
c. Untuk pekerjaan lanjutan dari bangunan kereta atau instalasi atau konstruksi atau pekerjaan bawah tanah atau pekerjaan terowongan, yang telah ada harga standar menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan dan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah – pecahkan dari pekerjaan terdahulusatu dan lain berdasarkan pendapat unsur teknis secara tertulis.
d. Untuk pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksannnya sesuai dengan pendapat fungsi teknis yang komponen secara tertulis (justifikasi).
e. Pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakan dalam rangka penyelesaian pengadaan barang dan jasa semula, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara professional.
f. Apabila pekerjaan tambahan tersebut nilainya hanya lebih dari 10 (sepuluh) persen maka diperlukan justifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
g. Apabila sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa tertentu yang menjual barang – barang bersngkutan (barang – barang sfesifik) atau yang dapat melaksanakan pekerjaan spesifik. Penentuan barang dan jasa spesifik ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang di Direktorat masing – masing.
h. Apabila setelah diadakan satu kali pelelangan ulang masih dialami kegagalan yang dikarenakan hanya satu penyedia barang dan jasa yang memasukan penawaran. 
i. Apabila dalam pemilihan langsung hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat.
j. Pelaksanaan pekerjan yang mendesak untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar. Pekerjaan mendesak adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak (diluar rencana) yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PT. Kereta Api (Persero).
5. Swakelola 
Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola antara antara lain:
a. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya, tidak perlu dilakukan dengan cara pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
b. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya.
c. Pekerjaan khusus yang bersifat penelitian, pemrosesan data, perumusan kebijakan perusahaan, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu.
d. Pengadaan atau pembebasan tanah untuk kepentingan perusahaan.
e. Penyelenggaraan Swakelola akan diatur tersendiri dalam SK Direksi.
6. Pengadaan Langsung 
Pengadaan Langsung yaitu pelaksanaan pangadaan barang dan jasa secara langsung tanpa melalaui pelelangan umum, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung serta penunjukan langsung dengan kriteria nilai pengadaan pada dasarnya sampai dengan Rp. 50.000.000,- dengan syarat harga yang wajar berdasarkan price list pabrik atau harga pasar setempat dan disertai:
a. Bukti kwitansi pembelian.
b. Justifikasi kebutuhan barang.
3.3.3 Hambatan dan Upaya  Dalam Prosedur Pengadaan   Barang dan Jasa Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung
1. Hambatan – hambatan Dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung.
a. Tidak lengkapnya dokumen – dokumen dasar sebagai persyaratan administrasi dalam prosedur pembayaran kepada pihak rekanan yang menyebabkan dibutuhkan tambahan waktu untuk pengembalian kelengkapan dokumen sehingga mengakibatkan terlambatnya pembayaran dari waktu yang telah ditentukan, namun apabila seluruh dokumen yang diperlukan untuk syarat pembayaran telah lengkap maka pihak    PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung dapat segera membayarkan sehari setelah surat tagihan diterbitkan oleh pihak rekanan.
b. Dalam pelaksanaan penyerahan / pekerjaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak pertama yang dalam hal ini adalah PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung terkadang juga mengalami keterlambatan karena penyerahan / pekerjaan barang atau jasa dilakukan melebihi batas waktu atau jatuh tempo, maka pihak rekanan tersebut telah melakukan pelanggaran dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati yang mengakibatkan terlambatnya pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.
c. Tertukarnya dokumen dasar, A.13/A.13A, A.9 dan SPU milik salah satu pihak rekanan dengan pihak rekanan lain sehingga menghambat prosedur pembayaran.
2. Upaya – Upaya Untuk Mengatasi Hambatan – Hambatan Dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) II Bandung 
a. Membuat edaran tertulis di media cetak atau papan pengumuman yang berisikan daftar syarat – syarat penagihan bagi pihak rekanan karena dengan adanya informasi yang jelas maka pihak – pihak rekanan dapat mempersiapkan seluruh dokumen dasar yang diperlukan sebagai persyaratan administrasi untuk layanan tagihan pembayaran sehingga prosedur tersebut berjalan lancar.
b. Dalam hal keterlambatan penyelesaian penyerahan / pekerjaan barang dan jasa yang dilakukan pihak rekanan maka kepadanya harus diberikan sanksi seperti yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja / Kontrak (SPK), misalnya denda sebesar 5% dari jumlah atau nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak (SPK) dalam tiap hari keterlambatannya.
c. Kepada petugas yang lalai dalam memeriksa kelengkapan dokumen sebagai syarat pembayaran harus diberikan sanksi baik lisan / tertulis agar lebih teliti sehingga prosedur pembayaran kepada pihak rekanan berjalan lancar.   
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